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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk-bentuk 
ketidakpatuhan tenaga penjualan terhadap aturan perusahaan, dampaknya terhadap 
kerugian perusahaan, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam 
menegakkan disiplin kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan 
empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi dokumen, 
wawancara, dan observasi di PT. XYZ sebagai objek penelitian. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa bentuk ketidakpatuhan tenaga penjualan meliputi pelanggaran 
kode etik, penyalahgunaan wewenang dalam transaksi, keterlambatan penyetoran 
hasil penjualan, dan tindakan di luar perintah kerja yang menimbulkan kerugian 
material dan reputasi bagi perusahaan. Secara yuridis, pelanggaran tersebut memenuhi 
unsur wanprestasi dan pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam UU 
Ketenagakerjaan dan KUHPerdata. Penegakan hukum yang konsisten melalui 
mekanisme sanksi administratif dan perdata terbukti efektif menekan angka 
pelanggaran. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat pengawasan, pembinaan 
moral, dan penerapan hukum internal yang tegas agar tercapai kepastian hukum dan 
keadilan dalam hubungan kerja. 
 
Kata Kunci: Ketidak patuhan tenaga penjualan, Peraturan perusahaan, Faktor ketidak 

patuhan 
Abstract 

This study aims to analyze the legal aspects of salesforce non-compliance with corporate 
regulations, its impact on company losses, and the legal measures available to enforce employee 
discipline. The research uses a normative and empirical juridical approach with a descriptive -
analytical method. Data were collected through document studies, interviews, and field 
observations at PT. XYZ. The findings show that salesforce non-compliance includes ethical 
breaches, misuse of authority in transactions, delayed deposit of sales revenue, and actions 
beyond work orders, leading to material and reputational losses. Legally, such behavior 
constitutes breach of contract (wanprestasi) and serious disciplinary violations under labor law 
and the Civil Code. Consistent enforcement of administrative and civil sanctions effectively 
reduces violations. Therefore, companies must strengthen supervision, moral training, and 
consistent legal enforcement to ensure legal certainty and justice in employment relations. . 
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A. Pendahuluan 

Dalam sistem manajemen sumber daya manusia, tenaga penjualan (salesperson) 

merupakan ujung tombak perusahaan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan 

membawa dampak langsung terhadap pendapatan serta reputasi perusahaan. Oleh karena 

itu, kepatuhan tenaga penjualan terhadap aturan internal perusahaan menjadi faktor 

penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha. 

Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus pelanggaran yang dilakukan oleh 

tenaga penjualan, seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi data penjualan, 

penundaan setoran hasil penjualan, serta pelanggaran etika kerja. Fenomena tersebut tidak 

hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak citra perusahaan dan menurunkan 

kepercayaan publik. 

Di  PT. XYZ, hasil audit internal tahun 2022–2023 menunjukkan kerugian sebesar Rp1,8 

miliar akibat pelanggaran oleh tenaga penjualan. Meskipun perusahaan telah memiliki 

Peraturan Perusahaan dan Kode Etik Pekerja, penerapannya belum maksimal karena 

lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan sanksi. Kondisi ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara aturan hukum dan implementasi dalam praktik hubungan kerja. 

Perumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk ketidakpatuhan tenaga penjualan terhadap aturan perusahaan di 

PT. XYZ? 

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian 

perusahaan? 

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menegakkan kepatuhan dan 

tanggung jawab hukum tenaga penjualan? 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis bentuk dan faktor penyebab ketidakpatuhan tenaga penjualan terhadap 

aturan perusahaan. 

2. Menilai implikasi yuridis ketidakpatuhan tenaga penjualan terhadap hukum 

ketenagakerjaan dan hukum perdata. 

3. Merumuskan solusi hukum dan kebijakan internal untuk mencegah serta 

menanggulangi pelanggaran serupa di masa mendatang. 

Kajian Literatur (Literature Review) 

Penelitian Nuraini (2021) mengungkapkan bahwa pelanggaran disiplin tenaga kerja 

umumnya disebabkan oleh lemahnya fungsi pengawasan dan rendahnya kesadaran 

hukum pekerja. Wulandari (2022) menekankan pentingnya kontrak kerja yang 

mencantumkan klausul tanggung jawab pribadi atas kerugian yang ditimbulkan. 

Sementara Soekanto (2013) melalui Teori Efektivitas Hukum menjelaskan bahwa 

keberhasilan penerapan hukum sangat bergantung pada faktor norma, aparat, masyarakat, 

dan budaya hukum. 

Penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan pendekatan yuridis empiris yang 

menyoroti hubungan antara ketidakpatuhan tenaga penjualan dan tanggung jawab hukum 

perusahaan swasta di sektor perdagangan langsung. 
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B. Metode  

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan 

deskriptif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah aturan hukum positif 

yang mengatur hubungan kerja dan tanggung jawab tenaga penjualan, sedangkan 

pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis implementasi aturan tersebut di PT. 

XYZ. 

Desain Penelitian (Research Design) 

Desain penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menjelaskan, dan 

menganalisis secara sistematis bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 106 

Tahun 2023 diterapkan serta bagaimana keduanya berdampak terhadap tingkat kehadiran 

PNS. 

Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan menjelaskan hubungan 

antara norma hukum dan perilaku administratif pegawai negeri. Melalui pendekatan ini, 

peneliti berusaha menilai tingkat efektivitas penerapan peraturan, menelaah peran 

pengawasan internal, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi peningkatan 

kedisiplinan ASN. 

Desain ini menggabungkan unsur analisis normatif, berupa penafsiran terhadap 

peraturan perundang-undangan dan teori hukum administrasi negara, serta analisis 

empiris, berupa observasi dan wawancara terhadap pegawai yang menjadi objek 

penerapan aturan. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PT. XYZ, Tangerang, pada periode Januari–Juli 2024. Lokasi 

ini dipilih karena perusahaan tersebut mengalami kasus ketidakpatuhan tenaga penjualan 

yang berdampak pada kerugian finansial dan reputasi. 

Jenis dan Sumber Data 

1. Bahan hukum primer: UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 6 Tahun 

2023 (Cipta Kerja), PP No. 35 Tahun 2021, KUHPerdata, serta peraturan perusahaan PT. 

XYZ. 

2. Bahan hukum sekunder: literatur hukum ketenagakerjaan, jurnal ilmiah, hasil penelitian 

terdahulu. 

3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen administratif 

perusahaan. 

Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara mendalam dengan pimpinan 

dan staf HRD, serta observasi lapangan terhadap sistem penjualan dan pelaporan hasil kerja. 

Analisis Data 

Analisis dilakukan secara kualitatif, melalui penafsiran hukum dan pengelompokan data 

empiris. Pendekatan deduktif–induktif digunakan: dari norma hukum umum menuju kasus 

spesifik, kemudian menarik kesimpulan umum dari fakta lapangan. 

Validitas dan Reliabilitas 

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, dengan 

membandingkan hasil wawancara, dokumen perusahaan, dan ketentuan hukum positif. 
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C. Hasil dan Pembahasan 

Bentuk Ketidakpatuhan Tenaga Penjualan di PT. XYZ 

Berdasarkan data dan hasil wawancara, ditemukan empat bentuk utama pelanggaran: 

1. Penjualan tanpa faktur resmi Perusahaan 

2. Penundaan penyetoran hasil penjualan 

3. Penggunaan potongan harga tanpa persetujuan atasan 

4. Pelanggaran etika promosi dan penyebaran informasi yang menyesatkan. 

Praktik ini menimbulkan kerugian material sekitar Rp1,8 miliar dalam dua tahun 

terakhir dan berdampak pada turunnya kepercayaan pelanggan. Pelanggaran tersebut 

melanggar Pasal 7 Peraturan Perusahaan PT. XYZ dan Pasal 1603 KUHPerdata tentang 

kewajiban pekerja menaati perintah yang sah dari pemberi kerja. 

Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran 

Secara hukum, tindakan tersebut memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1243 KUHPerdata, serta termasuk pelanggaran disiplin berat menurut Pasal 

151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003. 

Ketika pekerja melanggar ketentuan perusahaan dan menyebabkan kerugian, 

perusahaan memiliki hak hukum untuk: 

1. Memberikan sanksi administrative 

2. Menuntut ganti rugi 

3. Melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan Pasal 81 PP No. 35 Tahun 

2021. 

Dampak Hukum dan Ekonomi 

Dampak yang ditimbulkan mencakup: 

1. Kerugian finansial: hilangnya pendapatan dan dana tidak tersetorkan 

2. Kerugian reputasi: turunnya kredibilitas merek di mata pelanggan 

3. Kerugian hukum: potensi tuntutan pihak ketiga. 

Upaya Hukum dan Pencegahan 

PT. XYZ menerapkan langkah-langkah perbaikan: 

1. Revisi kontrak kerja dan penegasan klausul tanggung jawab pribadi 

2. Penguatan pengawasan berbasis sistem digital 

3. Pelatihan etika dan integritas tenaga penjualan 

4. Penerapan sistem reward and punishment yang konsisten. 

Langkah ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang 

menekankan pentingnya harmonisasi antara norma hukum dan kesadaran hukum 

masyarakat kerja. 

 

Perbandingan dan Sintesis 

Hasil penelitian mendukung temuan Wulandari (2022) bahwa pelanggaran disiplin 

dapat dikurangi melalui penerapan sistem hukum kontraktual yang jelas. Namun, 

penelitian ini menambahkan bahwa aspek pengawasan dan keadilan administratif 

memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga kepatuhan tenaga kerja. 
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D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Terkait ketidakpatuhan tenaga penjualan terhadap peraturan perusahaan. Bentuk 

ketidakpatuhan tenaga penjualan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan 

meliputi : Kelalaian tenaga penjualan dalam memberikan penjelasan kepada 

konsumen, misalnya tidak menginformasikan dengan jelas mengenai waktu 

pengiriman produk sehingga konsumen merasa dirugikan atau ditipu. Karyawan 

tenaga penjualan yang membocorkan rahasia perusahaan atau data pribadi konsumen 

ke pihak lain yang tidak berhak, sehingga merugikan perusahaan dari sisi kepercayaan 

dan keamanan data. Pelayanan yang kurang baik dari tenaga penjualan yang dapat 

menurunkan kepuasan konsumen dan berdampak pada reputasi perusahaan. 

Kecurangan atau fraud dari tenaga penjualan, seperti tidak menyetorkan hasil 

penjualan ke perusahaan atau melakukan cash out fiktif sehingga menimbulkan 

kerugian finansial. 

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidakpatuhan tenaga penjualan terhadap 

aturan perusahaan dan yang menyebabkan kerugian pada perusahaan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: Kurangnya pendidikan dan pelatihan terkait aturan 

perusahaan. Ketidaktahuan ini mengakibatkan perilaku yang tidak sesuai dengan 

standar yang diharapkan. Seperti kesadaran hukum atau aturan perusahaan yang 

rendah pada tenaga penjualan berpengaruh langsung pada kepatuhan mereka. Selain 

itu sistem penggajian dan insentif yang kurang memotivasi tanpa memperhatikan 

capaian target penjualan dapat menurunkan semangat dan motivasi tenaga penjualan. 

Jika tenaga penjualan merasa jerih payahnya tidak sebanding dengan penghargaan 

yang diterima, mereka cenderung kurang serius dan tidak patuh dalam menjalankan 

tugas yang diatur perusahaan dan menyebabkan melakukan sampingan seperti hasil 

penelitian yang saya lakukan yaitu perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar 

yaitu hampir USD 2 Juta dan image di customer yang jelek yang dilakukan oleh oknum 

sales yang melakukan tindakan fraud dan kencurangan yang dilakukan sejak lama 

dari tahun 2012 sampai 2024 

3. Implikasi hukum dari ketidakpatuhan kinerja tenaga penjualan terhadap peraturan 

perusahaan dan tenaga penjualan itu sendiri dapat dipahami dapat dikenakana saksi 

aspek hukum, tenaga penjualan berisiko menerima sanksi internal hingga pemutusan 

hubungan kerja jika melanggar peraturan perusahaan dan tenaga penjualan itu sendiri 

adalah sebagai berikut: Tenaga penjualan yang melanggar peraturan perusahaan dan 

perjanjian kerja berisiko terkena sanksi internal sampai pemutusan hubungan kerja 

(PHK), sesuai hukum ketenagakerjaan yang mengatur kepatuhan terhadap peraturan 

perusahaan sesuai Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 188 ayat (1) Undang-undang 

Ketenagakerjaan. 
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